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NOMOR :  9                                                                       TAHUN : 2024                                    

 

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI 
NOMOR 9 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BEKASI, 

Menimbang   :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang           
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang   Nomor   25   Tahun     2004      tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor  41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor  41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang   
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

 



- 3 - 
 

Paraf Koordinasi 
Kepala BPKAD  
Kabag Hukum  

 

11. Peraturan  Pemerintah Nomor 23  Tahun  2005 tentang       
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang   
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang   
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang         
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
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18. Peraturan Pemerintah  Nomor 27  Tahun 2014 tentang        
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6523); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6847); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang   
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang         
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 350); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

29. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   79    
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
1213);  

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 972); 

33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016    
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6); 
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34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2017    
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor  03); 

35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12); 

36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2022 Nomor 16); 

37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk 
Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota 
Bekasi Tahun 2023 Nomor 1); 

38. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota 
Bekasi Tahun 2023 Nomor 8); 

  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI 

dan 

WALI KOTA BEKASI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.  

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah berupa Laporan Keuangan memuat : 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah. 
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Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut : 

a. pendapatan Rp6.142.085.380.266,00   
 

b. belanja  Rp6.361.452.063.828,00 
 

   
 -------------------------------- (-)   

jumlah Rp(219.366.683.562,00) 
 

c. transfer bantuan keuangan       Rp50.000.000.000,00 
 

   
 -------------------------------- (-)   

surplus / (defisit)   Rp(269.366.683.562,00)  
  

d. pembiayaan 
  

 
1. penerimaan pembiayaan  Rp893.702.721.045,00 

 
 

2. pengeluaran pembiayaan     Rp99.972.388.000,00 
 

  
                                                         -------------------------------- (-)   

Pembiayaan Netto  Rp793.730.333.045,00        
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)    Rp524.363.649.483,00 

 

 
Pasal 3 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 
31 Desember 2023 sebagai berikut : 
a. saldo anggaran lebih awal  Rp893.702.030.874,00 

 

b. penggunaan SAL sebagai sebagai 
penerimaan pembiayaan tahun berjalan 

 Rp893.702.721.045,00 
 

  
      -------------------------------- (-)   

Sub Total (1-2)  Rp(690.171,00) 
  

 

c. sisa lebih/kurang pembiayaan  Rp524.363.649.483,00 
 

  
      ------------------------------- (+)  

Sub Total (3+4)  Rp524.362.959.312,00 
 

d. koreksi kesalahan pembukuan tahun 
sebelumnya 

       Rp690.171,00 
 

e.  lain lain  Rp0,00   
 

  
      -------------------------------- (-)  

f. saldo anggaran lebih akhir  Rp524.363.649.483,00 
 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 
Desember 2023 sebagai berikut: 

a. jumlah aset  Rp16.334.587.630.662,30  
b. jumlah kewajiban   Rp96.255.444.497,92  

  ---------------------------------- (-)  
c. jumlah ekuitas (a-b)    Rp16.238.332.186.164,40  
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Pasal 5 

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 
sebagai berikut: 

a. pendapatan LO  Rp6.978.284.563.690,73  
b. beban  Rp6.149.520.960.654,43  
c. pos luar biasa Rp5.066.437.793,00  

  ---------------------------------- (-)  
d. surplus/ defisit – dari LO  Rp823.697.165.243,31 

 

Pasal 6 

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai 
berikut: 

1. arus kas bersih dari aktivitas operasi  Rp882.876.566.752,00 
 

2. arus kas bersih dari aktivitas investasi 
non keuangan 

 Rp(1.252.215.638.314,00) 
 

3. arus kas bersih dari aktivitas 
pendanaan/ pembiayaan 

 Rp0,00 
 

4. arus kas bersih dari aktivitas 
transitoris non anggaran 

Rp0,00   
 

      ----------------------------------- (+)  
Kenaikan (penurunan) bersih kas 
selama periode 

Rp(369.339.071.562,00) 
 

 
Saldo awal kas   Rp893.702.030.874,00 

 

  ------------------------------------ (+)  
Saldo akhir   Rp524.363.649.483,00 

 

Terdiri dari: 
  

a. kas di kasda    Rp429.709.861.726,00 
 

b. setara kas (deposito)  Rp0,00  
 

c. kas di bendahara pengeluaran  Rp0,00  
 

d. kas di bendahara penerimaan  Rp0,00   
 

e. kas di BLUD  Rp92.992.976.419,00 
 

f. kas di bendahara BOS  Rp1.036.721.727,00 
 

     ------------------------------------(+)   
Saldo akhir kas           Rp523.739.559.872,00 

 

Pasal 7 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
2023 sebagai berikut: 

a. ekuitas awal Rp15.892.601.341.621,60 
 

b. surplus/defisit –lo Rp823.697.165.243,31 
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c. dampak komulatif perubahan 
kebijakan / kesalahan mendasar : 

  

 
1. koreksi nilai persediaan Rp4.459.368,00 

 
 

2. selisih revaluasi Rp0,00                   
 

 
3. koreksi ekuitas lainnya  Rp(477.970.780.068,52) 

 

   -------------------------------- (+) 
d. ekuitas akhir  Rp16.238.332.186.164,40 

 

Pasal 8 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 9 
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 
terdiri dari: 
 

a. Lampiran I         : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas : 

 Lampiran I.1   : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan 
daerah dan organisasi; 

 Lampiran I.2     : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut 
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan; 

 Lampiran I.3    : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, 
kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan; 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan 
dan sub kegiatan; 

b. Lampiran II    : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. Lampiran III : Laporan operasional; 
d. Lampiran IV  : Laporan perubahan ekuitas; 
e. Lampiran V : Neraca; 
f. Lampiran VI    : Laporan arus kas; 
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;  
h. Lampiran VIII   : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 
i. Lampiran IX  : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak 

tertagih; 
j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan 

dana bergulir; 
k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah 

daerah; 
l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah; 
m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 
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n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan; 
o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 
p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 
r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 
s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai 

akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan 
kembali dalam tahun anggaran berikutnya; 

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; 

 Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha 
Milik Daerah/Perusahaan Daerah;  

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.                                                 

                                                  Pasal 10 
Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

 
Pasal 11 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Bekasi. 
    Ditetapkan di Bekasi 

Paraf Hierarki   pada tanggal 26 September 2024 

Sekretaris Daerah   Pj. WALI KOTA BEKASI, 
Asisten Pemerintahan     
Kepala Bagian Perekonomian                Ttd 
Kepala Bagian Hukum     
    R. GANI MUHAMAD 
     
Diundangkan di Bekasi     
pada tanggal 26 September 2024    Paraf Hierarki 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,  Asisten Pemerintahan  

                         Ttd                          Kepala Bagian Hukum  

      Penyuluh Hukum Ahli 
Muda 

 

                    JUNAEDI    
 
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 9  

      
  NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :   
  (10/180/2024) 

                         


